BAB IV 55
PELAKSANAAN KETENTUAN DENDA UU NO.14/1992,
DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DILIHAT DARI HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Besarnya Denda UU No.14/1992

Manusia hidup di dunia ini sangat memerlukan a-
danya aturan atau undang-undang untuk menjaga kelang-
sungan hidupnya. Untuk mendukung eksistensi aturan a-
tau undang-undang supaya dita'ati dan dipatuhi, perlu
adanya sénksi-sanksi tertentu yang bersifat menjerakan

bagi para pelanggarnya.

Dalam Bab II telah dinyatakan bahwa tujuan uta-

ma/pokok dalam penjatuhan sanksi hukuman menurut hukum

Islam adalah sebagai pencegahan(preventif), pengajaran

dan pendidikan(edukatif).

Maksud. pencegahan tersebut, menurut syari'at Ig
lam mempunyai fungsi ganda(dwi fungsi), yaitu pertama
menahan terhadap pembuatnya sendiri, supaya tidak me-
ngulangi perbuatannya(prevention of repetition), kedua
menahan dan mencegah terhadap orang lain supaya tidak
melakukan rerbuatan yang sama, karena iapun akan dike-

nai sanksi hukuman kalau melakukannya.

Oleh karena sanksi hukumen dimaksudkan sebagai
Pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak ke jahatan,
atau pelanggaran terhadap suatu peraturan, atau seba-

gai motivator untuk melakukan kewajiban, sudah barang
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tentu sanksi hukuman itu harus sedemikian beratnya, ya
ng-g¢apat membuat para pelanggar menjadi jera, dan bagi
yang lain akan takut melakukan pelanggaran atau ke jaha
tan yang sama. Dengan demikian tujuan dari diciptakan
nya  suatu hukuman atau peraturan benar-benar bisa ter-
aktualisasikan sebagaimana yang diidam-idamkan,

Disamping itu pula adanya sanksi hukuman yang berat i-
ni, diharapkan akan dapat mewu judkan kemaslahatan bagi
manuéia, supaya tidak ada penganiayaan, pembunuhan dan
tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa,
' Kewajiben memelihara jiwa(uwiM%i>) dalam Islam meru-
pakan salah satu kebutuhan yang bersifat Dlaruriy
( ktézzr;», yaitu suatu kebutuhan pokok bagi kehidupan
manusia yang wajib adanya untuk menegakkan kemaslahat-
an manusia. Dan apabila ia tidak ada, maka akan ter-
ganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak akan
tegak kemaslahatan-kemaslahatan, serta terjadilah ke~

hancuran/kerusakan.(Abdul Wahab Kallaf, 1993 : 332)

Ketentuan pidana(denda) dalam UU No.14/1992 R
adalah berkisar antara Rp.12.000.000,~ sampai Rp.250.0
00,-. Ketentuan ini jauh lebih tinggi bila dibanding -
kan dengan denda yang terdapat dalam UU No.3/1965, ya-
ng ketentuan denda maksimumnya sebesar Rp.10.000,~- se-
bagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat 1, UU No,3/1965.

Adanya perbedaan besarnya denda ini, oleh karena mema-

ng situasi dan kondisi terus mangalami perubahan dari
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tahun ke tahun. Keadaan lalu lintas( jumlah kendara -
an) yang berlalu lalang di jalan raya terus mengalami
peningkatan yang jauh lebih pesat bila : .dibandingkan
dengan sarana dan prasarana yang tersedia, hingga ja-
lan sering macet, sering terjadi kecelakaan lalu lin-
tas yang banyak makan koraban jiwa dan harta. Berda-
sarkan kenyataan ini maka dibuatlah UU No.14/1992 de-.
ngan ancaman denda yang sangat tinggi, dengan tujuan
preventif supaya para pemakai jalan tidak cendrung me
lakukan pelanggaran lalu lintas dan mendidik mereka
supaya tertib di jalan raya, sehingga pada . akhirnya

mereka akan merasa aman di jalan raya.

Sisi positif UU No.14/1992 ini adalah untuk me
lindungi segenap masyarakat yaitu pengemudi, pemakali
jalan dan pejalan kaki, dan besarnya denda dalam UU
tersebut adalah untuk langkah preventif, dan oleh kaw
rena dibuatnya UU itu dimaksudkan untuk masa yang pan
jang. Namun sisi negatif dari besarnya denda dalam UU
tersebut, adalah bahwa ketentuan dendanya bersifat Ja
karta sentris(karena keadaan ekonomi di seluruh Indo-
nesia tidak sama), padahal cekupannya untuk : _ Seluiruh
Indonesia, dan bisa mempersubur praktek denda damai
di jalan. Mungkin pula akan menimbulkan pengangguran
karena banyaknya aksi mogok dari para sopir, serta bi

sa menimbulkan diskriminasi dalam penerapan hukum, ka
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rena orang yang tidak mampu membayar denda akan memi-
1ih hukuman kurungan agau dengan kata lain _-..hukumen
denda untuk orang kaya dan hukumen kurungan untuk o-

rang miskin.

Dengan demikian sesungguhnya besarnya denda da
lam UU No.14/1992, kalau dilibhat dan dipelajari dari
latar belakang timbulmya dan tujuannya adalah sangat
sejalan dengan hukum Islam, karena bertujuan untuk me
lindungi keselamatan jiwa manusia(\)»izxgé£>), serta
mewu judkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan(maf
sadat). Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Qéiyim
dan Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa fundasi dan a-
sas hukum Islam adalah kemaslahatan manusia. Serta se
suai pula dengan arti tersirat dari Firman Allah SWT:

("Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan wune-
tuk(men jadi) rahmat bagi semesta alam").

(Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 1971 : 508).

Kalau melihat tingkat kwalitas kesadaran hukum
masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, seba=-
gaimana tercantum dalam tabel IV Bab III, bahwa .&ari
30 sopir, ada 53 % menyatakan meningkat kesadaran hu-
kumnya setelah berlakunya UU No.14/1992 semata -mata
karena takut ancaman denda. Kenyataan seperti ini, me

nurut Prof.Dr.Soerjono Soekanto, yakni apabila seseo-
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rang menadati.sudtu peraturan atau undang-undang kare
na takut ancaman denda(sanksi) adalah merupakan per-
tanda masih.rendahhya tingkat kesadaran hukum,(Soerjo
no Soekanto, 1989 : 198).

Sementara itu kalau melihat penghasilan para sopir se
laku individu yang kesehariannya terlibat langsung ak
tifitas di jalan raya, hanya berkisar Rp.5.000,- sam=-
pal Rp.20.000,~ perharinya. Jadi hampir bisa dipasti-
kan mereka tidak akan mampu membayar denda yang juta-
an rupiah tersebut. Akibat selanjutnya mereka akan me
milih hukuman kurungan karena tidak mampu membayar
denda, dan jika ini terjadi berarti besarnya denda
dalam UU No.14/1992 telah menimbulkan diskriminasi da
lam penerapannya. Jadi sebagai konklusi, bahwa  dari
segl tingkat kesadaran hukum dan keadaan sosial ekono
mi, besarnya denda dalam UU No.14/1992 memang sangat
memberatkan. Namun penulis berpendapat seyogyanya ya-
ng harus diperhatikan dalam masalah ini adalah dari
segi tujuan dan manfa'at yang akan diperoleh jika TUU
tersebut dipatuhi dan dita'ati, karena pada dasarnya
setiap manusia dalam hidupnya mempunyai ébsesi ugtuk
hidup tentram, tertidb dan aman. Bukan sebaliknya jus-
tru yang menjadi perhatiaﬁ adalah segl pelanggarannya
karena esensi dibentuk atau dibuatnya widndgng-undang
adalah untuk dita'ati dan dipatuhi, bukan untuk dila=-

nggar. Pendapat ini kiranya sesuai dengan pefnyataan



Ibnu Qaiyim dan Asy-Syatibi bahwa landasan hukum *Ig-
lam adalah kemaslahatan manusia, dalam arti = Dbahwa
ketentuan :hukwhen: ° dalam hukum Islam ditetapkan
begitu ”bapétnya. Sanksi yang sedemikian berat ini ,
sudah barang tentu bertujuan preventif dan.s menghenda
ki supaya aturan tersebut dipatuhi, bukannya untuk 4i

langgar demi terwjudnya kemaslahatan.
Analisis Terhadap Tabel Denda

Sebagaimana diketahui pemberlakuan UU No.14/19
92 sempat tertunda satu tahun, yang semula akan dibex
lakukan pada tanggal 17-September-4992 dinyatakan di-
tunda dan diberlakukan secara efektif mulai tanggal
17-September-1993. Penundaan ini oleh karena banyak-
nya kalangan ﬁasyarakat yang bersikap kontra terhadap
ketentuan denda dalam UU No.14/1992, dimana pada wak=-
tu menjelang pemberlakuannya banyak terjadi ge jolak
sosial berupa aksi demontrasi, aksi mogok dan berba-
gal protes yang ditujukan pada lembaga Legislatif ya-
ng telah mengeluarkan UU tersebut, serta gugatan yang
ditujukan pada para petugas hukum(polisi) sehubungan
dengan masalah kedisiplinan petugas hukum yang sering
melakukan negosiasi damail dengan para sopir, pada wak
tu térjadinya pelanggaran lalu lintas. Adanya peﬁundg

an pemberlakuan ini, masih dianggap bukan merupakan
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solusi yang baik karena ketentuan denda dalam UU ter-
sebut masih tetap tidak mengalami perubahan, sehingga

masih banyak’mengundang terjadinya gejolak sosial.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, akhirnya Pe
merintahr yaitu Mahkamah Agung, Deparfemen.Kehakiman,
Kejéisaan Agung dan Kepolisian(Makehjapol), mengeluar
kan "Tabel denda", yang ketentuan dendanya sebagaimas
na terdapat pada Bab III, yaitu antara Rp.7.500,- sam
pai Rp.50.000,-, jadi jauh lebih keecil bila dibanding
kan dengan besarnya denda dalam UU No.14/1992, uic_.
Menurut pernyataan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Soemarsono, S.H sebagaimana terdapat dalam Bab III ,
bahwa besarnya denda dalam tabel denda tidaklah berla
ku selamanya melainkan dimaksudkan sebagai ketentuan
denda tahap pertama, dan selanjutnya setelah beberapa
bulan masa pemﬁerlakuannya mungkin akan naik, mungkin
pula akan turun dengan melihat kondisi masyarakat ar-
tinya apakah besarnya denda dalam tabel denda itu te-

lah memberikan rasa keadilan dimasyarakat atau tidak.

Munculnya tabel denda ini masih banyak mengan-
dung masalah dari segi hukum. Menurut Hakim Agung Yah
ya Harahap dan Prof,Dr.J.E.Sahetapy, tabel denda itu
bisa mengesampingkan Kekuasaan Kehakiman karena hakim
dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas akan

terpancang pada ketentuan denda yang ada dalam tabel
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denda.:Sedangkan menurut Dr.Loeby Loqman lahirnya ta-
bel denda‘itu'tidak menyalahi hukum, karena dalam pe-
raturan lalu lintas berlaku asas "orang yang bersalah
langsung mengetahui besarnya hukéman"(Stricht Libili-
ty). (Forum Keadilan, 30-September-1993, hal.11-42)2)

EKalau melihat tanggapan para sopir terhadap be
sarnya denda dalam tabel denda, ternyata mayoritas da
ri mereka menanggapi positif(setuju) dengan alasan
dendanya masih terjangkau(sesuai dengan penghasilan).
Terlihat dalam tabel III, sebanyak 70 % menanggapi o
sitif(setuju) terhadap besarnya denda dalam tabel den
da. Dengan demikian berarti munculnya tabel denda itu
bisa dikatakan telah mampu meredam gejolak sosial ya=-

ng sebelumnya terkonsentrasi pada besarnya denda da-

lam UU No.14/1992.

Dalam Bab I1I, telah dinyatakan bahwa hukum Is-
lam diturunkan ke dunia untuk mengatur prilaku manusi
a dalam hidup berketuhanan, bermasyarakat, dan berne-
gara dengan tujuan tecapainya kehidupan yang aman, da
mail dan tentram. Oleh karenanya pentasyri'an hukum
dalam Islam, senantiasa memperhatikan aspek kemanusig
an(humanity) dan aspek kemasyarakatan(sosiologis) a-
taﬁ dengan kata lain selalu berpijak pada kemaslahat-
an manusia, sebagaimana pernyataan Ibnu Qaiyim dan

Asy-Syatibi, bahwa fundasi dan asas Syari'at Iglam
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adalah kemaslahatan manusia.

Salah satu manifistasi bahwa hukum Islam -senahtiasa
memperhatiﬁan. kemaslahatan manusia, adalah“adanya a-
sas "bertahap dalam menetapkan hukum"(t§9~:;&ij§fJ33b
sebagai contoh sebagaimana telzh dikemukakan pada Bab
II, yakni tentang sejarah pengharaman minuman kahmer
dan hukuman bagi pelaku zina. Fengharaman minuman Kha
mer melalui tiga tahapan. Pertama hanya diterangkan
bahwa pada khamer itu terdapat dosa dan manfa'atnya ,
namun dosanya lebih besar dari manfa'atnya(Al-Bagarah
¢ 219). Jadi tidak mengharamkan khamer dan juga tidak
mengharuékan ummat Islam meninggalkannya. Tahap kedua
larangan minuman khamer hanya.dikaitkan dengan menger
Jjakan shalat(An-Nisa' : 43), ayat inipun belum mela-
rang khamer secara totalitas dan tegas. Kemudian pada
tahap ketiga ummat Islam dilarang secara <=:totalitas
dan tegas meminum khamer, karena merupakan perbuatan
syaitan(Al-Ma'idah : 9). Pola pengharaman khamer seca
ra bertahap ihi, karena pertimbangan rasa kemanusiaan
(humanity) dan kemasyarakatan(sosiologis), sebab seba
gaimana diketahui bahwa Islam turun di Negeri Arab pa
da waktu masyarakat Arab mengalami kemerosotan moral
(dekadensi moral) dan kemerosotan budaya yang sangat
éerius, diantaranya adalah kebiasaan minum khgmer ya=-
ng sudah mentradisi bagi mereka. Oleh karena itu sete

lah Islam datang, minuman khamer dilarang, mamun ti-
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- dak mungkin masyarakat Aradb akan berubah secara seka-
ligus meninggalkan kebiasaan buruknya yang sudah men-
darah daging‘tersebut. Maka ditetapkanlah pengharaman
khamer itu secara bertahap.

Hukuman bagi pelaku zina dilalui dengan dua tahap, ya
itu pertama perbuatan zina hanya diolok-olok dan dike
nakan hukuman tahanan rumeh(An-Nisa' : 15-%46), +tahap
kedua bagi pelaku zina dihukum dengan hukuman dera se
banyak seratus kali dera(An-Nur : 2),

Demikian‘juga penetapan hukum dalam masalah ibadah ,
yaknl tentang kewajiban shalat dan kewajiban puasa .
Pertame shalat hanya diwajibkan dua kali sehari, kemu
dian setelah shalat tersebut sudah memasyarakat baru-
lah ummat Islam diwajibkan mengerjakan lima kali seha
ri, Kewajiban puasa, =semula hanya tiga hari dari se-
tiap bulan,Lkémﬁd&an setelah puasa mulai memasyarakat
barulah ada keﬁajiban puasa sebulan dalam bulan Rama-

dlan,

Kemudian sebagai manifistasi bahwa hukum Islam
senantiésa meﬁperhatikan kemaslahatan manusia, adalah
bahwa hukum Islam itu mempunyai karakter yang Lzilmwes
atau fleksible. Sebagai contoh, shalat pada »sprinsgip-
nya harus dilakukan dengan berdiri namun jika tidak
mampu berdiri, dibolehkan melakukannya dengan duduk ,
jika tidak mampu duduk dibolehkan shalat dengan berba
ring. Apabila ummat Islam sedang dalam perjalanan di-
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bolehkan menjama®* dan mengqashar shalatnya, demikian
juga diboléhkannya tayammum dikala tidak ada air seba
gal pengganfi wudiu', Umar r.a tidak menghukum potong
tangan terhadap penéuri karena pencurian itu dilaku-
kan pada musim paceklik. Pola yang demikian ini seja-
lan dengan qa‘'idah yang menyatakan "Hukum itu beru-
bah karena perubahan zaman, waktu, dan keadaan". Sesu
ai pula dengan ga'idah : "Hukum itu berputar mengiku-
ti illatnya, adanya atau tidak adanya".

Tabel denda disatu sisi telah mampu meredam ge
jolak sosial yang bermuara pada besarnya denda dalam
UU No.14/1992, namun disisi lain justru menimbulkan
masalah dari segi hukum, yakni dianggap telah mengebl
ri kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana dinyatakan oleh
Soemarsono, S.H(Ketua Pengadilan Tinggil Jatim), bahwa
tabel denda itu tidaki.akan berlaku selamanya ‘melain-
kan sebagai tahap awal,.jadl kemungkinan pada suatu
gaat besarnya denda akan naik atau turun dengan meli-
hat kondisi masyarakat.

Kalau dihubungkan dengen fleksibelitas hukum, terli-
hat bahwa ketentuan denda dalam tabel denda memang ti
dak sama(bertentangan) dengan ketentuan denda dalam
$11) No.1471992, namun hal ini harus dimengerti bahwa
sebenarnya asal mula timbulnya tabel denda itu justru

merupakan kehendak masyarakat pada umumnya, yang ti-
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dek setuju pada besarnya denda dalam UU. Artinya ada-
nya perbedaan besarnya denda tersebut karena situasi

dan kondisi menghendaki demikian,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbit
nya tabel denda dimaksudkan sebagai pfoses ppenahgpan
menuju pemberlakuan ketentuan denda UU No.14/1992 dan
juga merupaken indikasi dari fleksibelitas hukum. Ja-
di adanya tabel denda ini tidaek menyimpang dari atur-
an hukum Islam.

Analisis Terhadap Denda Putusan Hakim d4i Pengadilan

Negeri Surabaya

Sebagaimana rekaman hasil data dalam Bab III ,
bahwa hakim di Pengadilan-Negeri Surabaya dalam mene-
tapkan atau mehentukan besar/kecilnya denda bagi para
pelanggar lalu lintas, adalah berpedoman pada ketentu
an denda yang terdapat dalam tabel denda. Tercatat da
ri.contoh putusan hakim yang penulis kemukakan, seba-
gal berikut :

1. Bus yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat 1 yo Pa
sal 56, Pasal 23 ayat 1 UULLAJ, didenda sebesar Rp
29.000,-. |

2. Truck yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat 1 UUL
LAJ, didenda sebesar Rp.39.000,-.

3. Sepeda motor yang melanggar ketentuan Pasal 59 a-
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yat 1 yo Pasal 13 ayat 1 UULLAJ, didenda <cseébesar -
Rp.9.000,-.

4, Pick Up jang meianggar ketentuan Pasal 61 ayat 1
yo Pasal 23 ayat 1 UULLAJ, didenda sebesar I:.:BpS
19.000,=.

Dari contoh putusan hakim tersebut di atas, jelas bah
wa hakim dalam menetapkan atau menentukan besar/kecil
nya denda adalah berpedoman pada ketentuan denda da-
lam tabel depnda. Memang jika dibandingkan dengan den-
da dalam UU No.14/1992 besarnya denda putusan  hakim
tersebut justru jauh lebih kecil(karena berpedoman pa
da tabel denda), namun seperti yang telah diungkapkan
di muka(Sub Bab B) bahwa tabel denda itu merupakan t2
hap awal dari penerapan ketentuan denda UU No.14/1992
gerta dimungkinkan akan mengalami perubahan dengan
melihat kondiéi masyarakat(pertimbangan rasa !keaddls
an), Dari hesil wawancara penulis dengan Hakim H.Man=-
gyur Idries, S.H, beliau menyatakan bahwa hal-hal ya-
ng mungkin dijadikan pertimbangan dalam :r<:mémutuskan
atau menentukan besar/kecilnya denda bagi para pelang
gar lalu lintas adalah :

1, Sikap pelanggar pada waktu sidang

2. Jenis pelanggarannya

3, Tingkat pendidikan pelanggar

4. Pelénggar pernah dihukum atau tidak(@alam kasus ya

ng sama)
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5. Kondisi fisik pelanggar pada waktu mengemudi

6. Kondisi batin(mabuk, emosi) pelanggar pada  waktu
ﬁengemudi

7. Kondisi fisik kendaraan yang dipakai pada waktu me
hgemudi | ' ‘

8. Kondisi rambu-rambu lalu lintas/marke jalan.

Kalau dilihat dari asas kebebasan/kekuasaan Ke
hakiman, memang adanya tabel denda itu telah mengebi-
ri kekuasaan Kehakiman, yang dalam hal ini bertentang
an dengan UU No.14/1970 tentang ketentuan pokok kekua

sean Kehakiman, yaitu Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 1, ya-

ng berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Nega-
ra yang merdeka untuk menyelenggarakan pera
dilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggara-
nya Negara Hukum Republik Indonesia",

Pasal 2(1):"Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ter-
cantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Ba-
dan-badan peradilan den ditetapkan dengan
Undang-undang, dengan tugas pokok untuk me-
nerima, memeriksa dan mengadili serta menye
lesaikan setiap perkara yang diajukan kepa-
danya".

(KUHAP, Karya Anda, tt, hal : 255).

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa jika
Hakim dalam memutuskan/mémentukan besar kecilnya den-
da bagi pelanggar lalu lintas tidak berpedoman pada
tabel denda, melainkan berpedoman pada denda dalam UU

sudah barang tentu konsekuensinya akan lebih buruk ,
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seperti kambuhnya kembali aksi mogok atau demontrasi
yang mana hal ini akan merupakan faktor penghambat ba
gl pemberlakuan UU No.14/1992, Dan dari sisi penera-
pan hukum akan menimbulkan ekses negatif yakni Lemba-
ga Pemasyarakatan akan ramai dimasuki oleh para pela-
nggar lalu lintas, sebab mereka tidak mampu membayar
denda yang sangat besar., Dan jika ini terjadi berarti
penerapan denda UU tersebut bersifat diskriminatif |,
artinya hukuman denda disediakan untuk orang yang mam
pu(kaya), sedangkan hukuman kurungan disediakan untuk
orang yang tidak mampu(miskin), padahal UU No.14/1992
adalah produk Legislatif yang berlaku untuk umum atau
seluruh warga negara Indonesia tanpa pandang bulu., .
Kenyataan seperti inilah yang dijadikan alasan -~ieleh
para fugaha' yang menentang hukuman denda‘ di jadikan

hukuman pokok(sebagaimana terdapat dalam Bab 1I).

Dilihat dari segi berat/ringannya hukuman den-
da, larangan-larangan/aturan-aturan yang terdapat da-
lam UU No,.14/1992 ini, menurut hukum Islem bisa dika-
 tagorikan sebagai hukuman ta'szir, yaitu hukuman yang
di jatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak di jatuhi
hukuman yang telah ditentukan hukum syaritat, dimana
hakim mempunyai keleluasaan atau wewenang untuk menen
tukan berat ringannya hukuman sesuai dengan kéadaan
atau jenis jarimah serta keadaan pembuatnya.(Ahmad Ha
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Konaekuensinya kalau $ermasuk hukuman ta'zir berarti
hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ri-
ngannya hukuman menurut ketentuan yang sudah ada deng
an melihat pelanggarannya serta keadaan diri pelang-
gar, Kaitannya dengan tabel denda, apakah skemdddan
hakim mempunyai kebebasan untuk mementukan denda i.dt
luar ketentuan tabel denda ?, Jawabannya tentunya ha-
kim memang mempunyai kebebasan;tNamhn:mennrutvn hemat
penulis jika denda putusan heakim itu sama atau lebih
kecil dengan denda yang terdapat dalam tabel denda ’
maka tidak ada masalah. Tapi jika denda yang diputus=~
kan oleh hakim justru lebih besar dari pada denda ya=-
ng terdapat dalam tabel denda, yang mungkin beratus-
ratus ribu bahkan berjuta-juta, maka sebagaimana d4i-
ungkapkan dimuka, justru akan menimbulkan ekses yang

negatif.

Jadi dengan melihat uraian tersebut di atas, ,
dapat dikonklusikan bahwa denda putusan hakim di Pe-
ngadilan Negeri Surabaya terhadap perkara pelanggaran
lalu lintas, tidak bertentangan dengan ketentuan hu-
kum Islém. Dengan alasan-alasan sebagal berikut :

1. Tabel denda itu dimaksudkan sebagai penerapan hu-
kum secara bertahap
2. Hakim dalam memutuskan atau mementukan besar/keci;

hya denda, .senantiasa melihat keadaan diri pélang-
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gar, keadaan sarana dan prasarana lalu lintas, ke-
- adaan kendaraan dan jenis pelanggarannya
4. Dapat memperlancar pemberlakuan UU No.14/1992

5. Dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.



